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PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  

NOMOR  1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA  
DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN   

 
WALIKOTA SURABAYA,  

 
 
Menimbang :  bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di 
Bidang Perdagangan dan Perindustrian, maka perlu menetapkan 
Instruksi Walikota tentang  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di 
Bidang Perdagangan dan Perindustrian.  

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3037); 

 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara   
Nomor 4737); 

 
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12); 
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6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 

 
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan 
Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 
Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1); 

 
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang 

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 111). 

 
 

MENGINSTRUKSIKAN : 
 
 
Kepada :   Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. 
 
Untuk 
KESATU : Menghentikan pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2002 
tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perindustrian, Perdagangan 
dan Penanaman Modal terhitung sejak tanggal 5 April 2010. 

 
KEDUA : Segera menyiapkan dan  menyampaikan rancangan Peraturan 

Walikota kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 
yang meliputi rancangan Peraturan Walikota yang mengatur tentang 
pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 
ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 
28 ayat (6), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), 
Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (8), Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat 
(3) dan Pasal 60 ayat (3).   

 
KETIGA : Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan 
dan Perindustrian. 

 
KEEMPAT   : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota 

Surabaya. 
 
KELIMA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal    
 
   WALIKOTA SURABAYA, 
 

 
 

   BAMBANG DWI HARTONO 
Tembusan : 
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya; 

2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya; 
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 
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